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ABSTRAK

Judul Tesis: Disparitas Nisab Zakat PNS Pusat Dan Daerah Di
Aceh Dan Implementasinya Terhadap Realisasi
Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Aceh

Nama: Cut Chairunnisah

NIM: 231008019

Pembimbing I:  Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II: ~ Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penelitian ini mengkaji disparitas nisab zakat profesi antara Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah di Aceh serta dampaknya
terhadap realisasi penghimpunan zakat oleh Baitul Mal Aceh
(BMA). Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis
regulatif, ditemukan bahwa ketentuan nisab sebesar 94 gram emas
murni berinteraksi erat dengan realitas disparitas pendapatan,
sehingga tidak semua PNS memenuhi ambang kewajiban zakat.
Selain itu, literasi zakat yang terbatas di kalangan PNS menyebabkan
pemahaman terhadap nisab sering diabaikan, dan kepatuhan
berzakat lebih didorong oleh mekanisme pemotongan gaji daripada
kesadaran syariat. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi zakat
profesi dari PNS daerah lebih signifikan dibandingkan PNS pusat,
meskipun secara pendapatan PNS pusat memiliki potensi zakat yang
lebih besar. Faktor utama yang memengaruhi realisasi zakat
bukanlah besaran pendapatan, melainkan efektivitas mekanisme
penghimpunan. Sistem pemotongan langsung dari gaji PNS daerah
terbukti lebih stabil, sementara ketiadaan sistem serupa di instansi
pusat menjadi hambatan utama. Faktor non-finansial seperti literasi
zakat, kepercayaan terhadap lembaga amil, dan budaya institusional
juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan berzakat.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, harmonisasi
kebijakan antara instansi vertikal dan daerah, digitalisasi sistem
penghimpunan, serta evaluasi berkala terhadap penetapan nisab.
Dengan strategi implementatif yang tepat, BMA dapat mewujudkan
sistem zakat profesi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: zakat profesi, nisab, PNS pusat dan daerah, Baitul Mal
Aceh, mekanisme penghimpunan, kebijakan zakat
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ABSTRACT

Thesis Title: Disparity in Nisab of Zakat on Civil Servants
(PNS) in Central and Regional Institutions in
Aceh and Its Implementation Toward Zakat
Revenue Realization at Baitul Mal Aceh

Name : Cut Chairunnisah

Student ID : 231008019

Supervisor | : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
Supervisor 11 : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

This study investigates the disparity in nisab thresholds for
professional zakat among civil servants (PNS) in central and
regional institutions in Aceh, and its implications for zakat revenue
realization at Baitul Mal Aceh (BMA). Through a qualitative-
descriptive approach and regulatory analysis, the research reveals
that the uniform nisab standard of 94 grams of pure gold does not
account for income variations between central and regional PNS,
resulting in unequal zakat obligations and inconsistent compliance.
The findings show that regional PNS contribute more consistently to
zakat revenue due to direct payroll deductions, while central PNS—
despite often earning higher salaries—are less likely to contribute
through BMA due to the absence of integrated collection
mechanisms and the presence of internal charity units. This
structural gap significantly affects BMA’s ability to optimize zakat
revenue. Moreover, limited zakat literacy and varying institutional
cultures further influence compliance behavior. To enhance zakat
revenue realization, the study recommends harmonizing zakat
policies across institutional levels, revisiting nisab standards to
reflect local economic realities, and strengthening digital zakat
systems. These measures are essential for building a more equitable
and effective zakat infrastructure in Aceh.

Keywords: professional zakat, nisab disparity, civil servants, zakat
revenue, Baitul Mal Aceh, policy implementation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat berlaku bagi setiap muslim yang mampu
secara finansial dengan kategori harta tertentu memiliki implikasi
sebagai ibadah karena menjadi salah satu rukun Islam dan sekaligus
memiliki dimensi sosial sebagai instrumen vital untuk memperkuat
kepekaan sosial dengan sesama muslim yang kurang mampu secara
ekonomi. Peranan zakat sebagai ibadah yang memiliki aspek
ekonomi karena fungsinya mampu mengurangi kemiskinan dan
kefakiran yang dapat mereduksi kesenjangan sosial dalam
masyarakat bahkan bila amil mampu memberdayakan zakat, maka
harta zakat tersebut dapat diproduktiftkan dengan menggunakan
system modal untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin yang
memiliki keterbatasan modal usaha.

Agar fungsi sosial zakat dapat berjalan secara sistemik dan
terukur, maka diperlukan intervensi negara melalui regulasi yang
menjamin kepatuhan dan distribusi yang adil. Secara yuridis formal,
pemerintah Indonesia telah memfasilitasi zakat agar memiliki
legitimasi dari sisi hukum sehingga kepatuhan masyarakat untuk
menunaikan zakat sebagai ibadah bukan hanya sebatas kepatuhan
agama, namun juga kewajiban pemerintah untuk menegakkan
ketentuan tersebut. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan
memandatkan kewenangan pengelolaan zakat kepada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai satu-satunya lembaga yang
memiliki payung hukum secara nasional. Sedangkan di Aceh sebagai
daerah Istimewa dengan penerapan asas lex specialis de rogat lex
generalis telah menerapkan otonomi khusus dalam penerapan
syariah Islam, khusus tentang zakat ini telah ditetapkan Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan selanjutnya
mengalami beberapa perubahan dengan ditetapkannya Qanun Aceh



Nomor 03 Tahun 2021 tentang zakat telah diakui sebagai bagian dari
PAD yang dikelola oleh Baitul Mal sesuai dengan ketentuan qanun.

Implementasi Qanun Baitul Mal untuk aturan pelaksanaanya
maka diterbitkan instruksi gubernur (ingub), sehingga pelaksanaan
qanun tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh Baitul Mal baik di
tingkat provinsi, maupun Baitul Mal Kabupaten/Kota hingga Baitul
Mal gampong.! Dengan adanya Qanun Baitul Mal beserta aturan
pelaksanaannya maka aspek hukum pengelolaan zakat di Aceh telah
memiliki legalitas yang sangat kuat. Untuk itu seluruh aparatur
pemerintah yang ditugaskan untuk pengumpulan dan peneglolaan
zakat ini harus menjalankan regulasi tersebut dengan sepenuhnya
sebagai sebuah tugas yang harus dituntaskan secara semestinya
sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk dari penetapan jenis
harta yang dizakati, penentuan nisab zakat, penentuan nisbah dan
asnaf yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif maupun
zakat produktif.2

Baitul Mal memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan
mengelola zakat sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.®
Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan yang
terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip
transparansi dijalankan melalui keterbukaan informasi data
penghimpunan dan penyaluran zakat kepada publik melalui berbagai
kanal komunikasi, seperti situs web resmi, media sosial, dan laporan
tahunan. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan
terhadap regulasi syariah dan peraturan daerah, tetapi juga menjadi

! Dsi.acehprov.go.id, “Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,”

Dsi.Acehprov.Go.ld, 2023.

2 Oka Fadliansah, “The Effect Of Zakat On Income Disparity In Aceh
Province,” International Journal of Business, Economics, and Social Development
2, no. 2 (2021): 5764, https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.135.

3 Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, “Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki,”
Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi  Islam 11, mno. 2  (2020): 190,
https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604.



fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan
partisipasi muzakki terhadap optimalisasi penghimpunan zakat.*
Baitul Mal Aceh mengelola berbagai jenis zakat yang
mencerminkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan ekonomi
masyarakat. Jenis-jenis zakat yang dihimpun meliputi zakat mal
(harta), zakat profesi, zakat perdagangan, zakat rikaz, dan zakat
fitrah. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan nisab dan
mekanisme  penghitungan  tersendiri. Diversifikasi  ini
memungkinkan BMA menjangkau lebih banyak muzakki dan
meningkatkan potensi penghimpunan zakat secara signifikan.
Dalam pelaksanaannya, zakat yang terkumpul disalurkan
kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan Al-
Qur’an. Penyaluran dilakukan secara terstruktur dan berbasis
kebutuhan dengan dukungan regulasi daerah seperti Qanun Aceh
dan Peraturan Gubernur. Dari sekian jenis zakat yang dikelola Baitul
Mal, zakat profesi menjadi salah satu yang paling relevan dengan
dinamika ekonomi masyarakat Aceh karena, penghimpunan zakat
kontemporer ini menempati posisi strategis sebagai instrumen yang
menjembatani antara kewajiban syariat dan realitas ekonomi saat ini.
Zakat penghasilan yang berasal dari profesi Pegawai Negeri
Sipil (PNS), merupakan salah satu kontributor utama dalam total
potensi zakat di Aceh. Potensi zakat profesi di provinsi Aceh mampu
menyentuh angka 65% dari total angka keseluruhan potensi zakat
provinsi Aceh.> Namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari
angka ideal. Sebagai gambaran, pada tahun 2023, penerimaan zakat
profesi oleh BMA provinsi dari sektor PNS hanya mencapai
Rp54.873.189.001,33 yang menunjukkan adanya kesenjangan
signifikan antara potensi yang ada dan realitas yang tercapai. Dan
dalam praktiknya, optimalisasi penghimpunan zakat profesi dari

4 Muhammad Haris Riyaldi and Mahda Yusra, “Mengukur Tingkat
Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh,” Jurnal Igtisaduna 6, no. 1
(2020): 78, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6il.14072.

5> Awalurramadhana, Azharsyah Ibrahim, and Hafas Furqani, “Analisis
Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Aceh Tahun 2023,” Ekobis : Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis Syariah 8, no. 2 (2024): 9-32.



PNS masih menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan ini
bersumber dari dua variabel utama yang saling berkaitan yakni;
disparitas pendapatan dan ketentuan nisab.

Berdasarkan regulasi zakat di Aceh, nisab zakat profesi
ditetapkan sebesar 94 gram emas murni sebagaimana diatur dalam
Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2024 Tahun
2024.° Angka ini sedikit lebih tinggi dari standar nasional
(BAZNAS) yang menggunakan 85 gram emas sebagai acuan.’
Perbedaan ini memiliki implikasi langsung terhadap jumlah muzakki
di Aceh, khususnya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Konsekuensi akibat nisab yang lebih tinggi ini adalah
semakin banyak PNS di Aceh tidak memenuhi nisab zakat. Artinya
jumlah PNS yang wajib berzakat di Aceh menjadi lebih terbatas.
Keterbatasan jumlah muzakki akibat standar nisab yang lebih tinggi
berpotensi memengaruhi capaian penerimaan zakat secara
keseluruhan. Hal ini penting untuk dicermati karena penerimaan
zakat memiliki korelasi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.®

Sayangnya, isu disparitas pendapatan dan implikasinya
terhadap kewajiban zakat profesi minim mendapat perhatian dalam
kajian akademik dan literatur ilmiah. Padahal, konteks Aceh dengan
kekhususan syariatnya memberikan lanskap unik yang tidak bisa
disamakan dengan daerah lain. Hanya saja persoalan nisab yang
tinggi tidak dapat dilepaskan dari konteks disparitas pendapatan
antar kelompok PNS di Aceh. Disparitas pendapatan antara PNS
pusat yang bekerja di institusi vertikal seperti UIN Ar-Raniry dan
Universitas Syiah Kuala (USK) dan PNS daerah yang bertugas di
lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota semakin
memperumit permasalahan zakat profesi. Secara umum, PNS pusat

6 BMA DPS, “Hitung Zakat Profesi,” baitulmal.acehprov.go.id, 2024,
https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/hitung-zakat-profesi.

" Baznas, “Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik
Indonesia,” Baznas.Go.Id, 2025.

8 Khairul Amri and Muliadi, “Penerimaan Zakat Dan Penurunan
Kemiskinan Di Aceh : Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi,”
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 03 (2019): 231-44.



memperoleh gaji pokok dan tunjangan yang lebih tinggi termasuk
remunerasi. Berbeda dengan PNS daerah yang hanya menerima
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Data belanja pegawai di
Aceh menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan PNS daerah berada
di bawah PNS pusat.® Hal ini seharusnya menjadikan PNS pusat
memiliki potensi zakat yang lebih besar dan lebih mudah untuk
mencapai nisab. Namun, realisasi data menunjukkan adanya
paradoks kontribusi zakat dari PNS pusat kepada BMA justru minim
dan bersifat sporadis, sementara PNS daerah, secara tidak langsung
harus menjadi tulang punggung utama penghimpunan zakat BMA.
Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus analisis,
penelitian ini dibatasi pada kelompok PNS pusat yang bekerja di dua
institusi vertikal utama di Aceh, yaitu UIN Ar-Raniry dan
Universitas Syiah Kuala (USK). Dengan mempertimbangkan
kompleksitas tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan
kajian pada dua institusi vertikal utama di Aceh yang
merepresentasikan kelompok PNS pusat dengan karakteristik
pendapatan dan mekanisme penghimpunan zakat yang berbeda dari
PNS daerah. Kedua institusi ini dipilih karena memiliki jumlah PNS
yang signifikan, potensi zakat yang tinggi, serta menunjukkan pola
kontribusi zakat yang belum optimal. Dengan menelaah dinamika
zakat profesi di lingkungan UIN Ar-Raniry dan USK, penelitian ini
diharapkan dapat mengungkap secara lebih mendalam bagaimana
disparitas pendapatan dan ketentuan nisab berinteraksi dengan
mekanisme penghimpunan zakat di bawah otoritas Baitul Mal Aceh.
Ketimpangan ini memperlihatkan kebijakan zakat profesi di Aceh
belum mencerminkan keadilan fiskal dalam penghimpunan zakat .

9 Syukriy Abdullah and Ruhmaini, “Belanja Pegawai Kabupaten / Kota
Di Aceh Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” Jurnal Defis
X1V (2024).

10 Razali Razali et al., “Optimization of Productive Zakat: A Catalyst for
Achieving Economic Independence in Aceh,” Management of Zakat and Wagqf
Journal ~ (MAZAWA) 6, mno. 1 (December 29, 2024): 39-62,
https://doi.org/10.15642/mzw.2024.6.1.39-62.



Berbeda dengan PNS daerah yang secara sistematis
dikenakan pemotongan zakat langsung melalui mekanisme payroll
oleh bendahara instansi, PNS pusat tidak memiliki kewajiban
pemotongan zakat secara otomatis. Karena hingga saat ini belum
terdapat regulasi nasional dari BAZNAS maupun pemerintah pusat
yang mewajibkan pemotongan zakat profesi secara langsung bagi
PNS pusat melalui sistem penggajian. 'Hal ini berbeda dengan
mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh terhadap PNS
daerah.

Tidak adanya regulasi yang mewajibkan pemotongan zakat
profesi bagi PNS pusat menyebabkan kontribusi zakat dari
kelompok ini bersifat sukarela dan tidak terintegrasi dalam sistem
penggajian. Akibatnya, meskipun secara pendapatan mereka lebih
berpotensi memenuhi nisab, realisasi zakat dari PNS pusat justru
rendah dan sporadis. Hal ini memperkuat kesenjangan antara potensi
dan realisasi zakat serta menunjukkan lemahnya koordinasi antara
instansi vertikal pusat dan otoritas zakat daerah seperti Baitul Mal
Aceh.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa masalah utama dari
penghimpunan zakat profesi ini bukan hanya pada nisab atau besaran
pendapatan, melainkan pada mekanisme penghimpunan zakat yang
berbeda. Perbedaan mekanisme penghimpunan zakat profesi antara
PNS pusat dan daerah mencerminkan belum adanya kebijakan yang
terintegrasi secara nasional dalam pengelolaan zakat profesi. Sistem
pemotongan langsung yang diterapkan pada PNS daerah terbukti
lebih efektif dalam menjamin kepatuhan dan Kkontinuitas
pembayaran zakat. Sebaliknya, ketidakteraturan pada institusi PNS
pusat, termasuk penyaluran zakat melalui lembaga internal seperti
unit zakat universitas, menunjukkan lemahnya koordinasi antara
institusi pusat dan otoritas zakat daerah seperti Baitul Mal Aceh.

11 Rahman Vanny El, “Baznas: Perpres Zakat Tidak Potong Gaji PNS
Tanpa Persetujuan,” www.idntimes.com, 2020,
https://www.idntimes.com/news/indonesia/baznas-perpres-zakat-tidak-potong-
gaji-pns-tanpa-persetujuan-00-h135;j-rst3y7.



Perbedaan dalam penetapan nisab zakat serta disparitas
pendapatan antara PNS pusat dan PNS daerah turut memengaruhi
tingkat realisasi zakat yang berhasil dihimpun oleh Baitul Mal Aceh.
Ketika sebagian besar PNS daerah tidak mencapai ambang nisab,
maka kontribusi zakat dari sektor aparatur sipil negara menjadi lebih
rendah dari potensi idealnya. Sebaliknya, apabila terjadi peningkatan
pendapatan di kalangan PNS daerah sehingga lebih banyak yang
memenuhi kriteria nisab, maka potensi penghimpunan zakat oleh
Baitul Mal Aceh diperkirakan akan meningkat secara signifikan.!?
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat profesi perlu
mempertimbangkan dinamika pendapatan dan struktur fiskal antar
kelompok PNS agar lebih responsif terhadap potensi zakat yang ada.

Jika fragmentasi ini tidak segera diatasi, maka program
pemberdayaan mustahik yang bersifat produktif akan terus
terhambat dan dapat mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen
pembangunan ekonomi daerah. Dana zakat yang seharusnya dapat
memberdayakan mustahik menjadi produktif akan berkurang,
sehingga mustahik tetap bergantung pada bantuan konsumtif. Hal ini
pada akhirnya akan mengurangi peran zakat dalam mencapai tujuan
sosialnya, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat Aceh. Sehingga adanya fragmentasi dalam
sistem penghimpunan zakat berdampak pada rendahnya realisasi
zakat profesi secara agregat. Padahal, potensi zakat dari sektor PNS
pusat sangat besar, terutama dari kalangan akademisi dan pejabat
struktural yang secara pendapatan telah memenuhi nisab.
Ketidakterpaduan ini juga menghambat upaya Baitul Mal Aceh
dalam merancang program pemberdayaan mustahik secara
berkelanjutan seperti program modal usaha produktif bagi fakir
miskin,®® pendidikan atau pelatihan keterampilan. Akibatnya, zakat
sebagai instrumen vital untuk mengurangi kemiskinan dan

12 Faisar Ananda Arfa and Saparuddin Siregar, “Ekonomi Politik Islam
Pengelolaan Zakat Profesi PNS Oleh Baitul Mal,” Jurnal POLITEIA|Vol 9, no.
ISSN: 0216-9290 (2017): 49-59, download.garuda.kemdikbud.go.id.

13 Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan
Ekonomi Islam,” Human Falah 1 (2014): 63-91, jurnal.uinsu.ac.id.



menciptakan kemandirian ekonomi menjadi tidak optimal karena
keterbatasan dana zakat yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi
kebijakan yang berbasis data dan analisis empiris demi optimalisasi
penghimpunan zakat profesi di Aceh. Oleh karena itu, analisis
terhadap kebijakan zakat serta dinamika penghimpunan dari
kalangan PNS di Aceh menjadi krusial. Mengingat bahwa
dampaknya tidak hanya tercermin dalam angka nominal, tetapi juga
dalam efektivitas  distribusi dan keberlanjutan  program
kesejahteraan.’* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan
antara disparitas pendapatan dan ketentuan nisab dengan tingkat
realisasi zakat profesi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain
khususnya mekanisme penghimpunan zakat yang berpengaruh
signifikan terhadap kinerja dan realisasi zakat di bawah otoritas
Baitul Mal Aceh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat
diperoleh pemahaman yang komprehensif sebagai dasar perumusan
strategi yang lebih adaptif dan tepat sasaran dalam optimalisasi
pendayagunaan zakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah
diuraikan, penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian
dengan judul pemaparan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Disparitas Nisab Zakat PNS Pusat dan Daerah di Aceh dan
Implementasinya Terhadap Realisasi Penerimaan Zakat di
Baitul Mal Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi
rumusan masalahpada penelitian ini adalah:

14 Mukhlis, “Hubungan Penerimaan Zakat Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe: Pendekatan Vector Error
Correction Model (VECM),” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 21, no. 1 (2019): 21-28.



1.3

. Bagaimana kebijakan penetapan nisab zakat bagi PNS di

Aceh dibandingkan dengan standar nasional (BAZNAS),
dan apa implikasinya terhadap kewajiban zakat profesi?
Bagaimana disparitas pendapatan antara PNS pusat (UIN
Ar-Raniry dan USK) dan daerah di Aceh mempengaruhi
jumlah PNS yang memenuhi nisab zakat profesi?

Apakah terdapat hubungan antara perbedaan nisab zakat
dan disparitas pendapatan PNS terhadap realisasi zakat di
Baitul Mal Aceh?

Seberapa besar kontribusi zakat profesi PNS terhadap total
penerimaan zakat di Aceh, dan apakah ada faktor lain yang
mempengaruhi efektivitas penghimpunan zakat pada Baitul
Mal Aceh?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1.4

1.

Menganalisis kebijakan penetapan nisab zakat bagi PNS di
Aceh dibandingkan dengan standar nasional (BAZNAS)
serta mengidentifikasi implikasinya terhadap kewajiban
zakat profesi.

Meneliti bagaimana disparitas pendapatan antara PNS pusat
(UIN Ar-Raniry dan USK) dan daerah di Aceh memengaruhi
jumlah PNS yang memenuhi nisab zakat profesi.

. Menjelaskan hubungan antara perbedaan nisab zakat dan

disparitas pendapatan PNS terhadap realisasi zakat di Baitul
Mal Aceh.

Mengukur kontribusi zakat profesi PNS terhadap total
penerimaan zakat di Aceh serta mengidentifikasi faktor lain
yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan zakat di
Baitul Mal Aceh.

Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak
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nantinya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
signifikan terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam
bidang ekonomi syariah dan kebijakan publik. Secara spesifik,
penelitian ini akan mengembangkan kajian manajemen zakat dengan
menyajikan model analisis yang komprehensif, mengintegrasikan
aspek kebijakan fiskal daerah (nisab), disparitas pendapatan, dan
mekanisme  kelembagaan  dalam  mengukur  efektivitas
penghimpunan zakat. Penelitian ini juga memberikan wawasan
akademis tentang dampak kebijakan penetapan nisab zakat profesi
di Aceh terhadap realisasi zakat, serta menjadi bahan pembanding
dengan standar zakat nasional. Terakhir, penelitian ini diharapkan
memperdalam pemahaman tentang relasi antara disparitas
pendapatan PNS dan kewajiban berzakat, yang mengungkap bahwa
faktor mekanisme penghimpunan memiliki peran lebih dominan
daripada faktor pendapatan itu sendiri.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi
berbagai pihak terkait dalam upaya optimalisasi penghimpunan
zakat. Manfaat praktis tersebut antara lain:

Bagi Pemerintah Aceh dan Baitul Mal Aceh (BMA):
Menjadi dasar bagi pemerintah Aceh dan Baitul Mal dalam
merumuskan kebijakan zakat profesi yang lebih adil dan adaptif
terhadap kondisi pendapatan PNS. Dengan memahami dampak
disparitas nisab dan pendapatan terhadap realisasi zakat, kebijakan
pemotongan zakat dapat disesuaikan agar lebih inklusif dan optimal.
Selain itu rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai
acuan untuk membuat regulasi yang lebih seragam dan memperkuat
koordinasi dengan institusi-institusi vertikal.

Bagi Instansi Pemerintah (PNS) di Aceh:

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi serta
memberikan pemahaman kepada PNS tentang kewajiban zakat
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berdasarkan pendapatan riil dan nisab yang relevan secara lokal.
Serta meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pembayaran
zakat profesi melalui sistem payroll zakat.

Bagi Institusi:
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada
para dosen, khususnya dosen Ekonomi Syariah guna
mengembangkan pengetahuan tentang zakat profesi dan dampak
dari ketidaktatan PNS dalam membayar zakat profesi.

Bagi Masyarakat Aceh:
Secara tidak langsung, peningkatan efektivitas penghimpunan zakat
akan berdampak pada peningkatan volume dana zakat yang
terkumpul. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan mustahik, melalui
program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BMA.

Bagi Akademisi dan Peneliti:
Agar kiranya menjadi rujukan dalam studi lanjutan tentang zakat
profesi, disparitas ekonomi, dan kebijakan fiskal berbasis syariah.
Serta diharapkan dapat memberikan model analisis yang
menggabungkan pendekatan normatif (figh zakat) dan empiris (data
pendapatan dan realisasi zakat).

1.5  Kajian Pustaka
Beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang
relavan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Larasati Anisa Dita, tentang Kesadaran Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi.
Penelitian ini membahas dampak perbedaan nisab zakat
terhadap penerimaan zakat di Aceh, khususnya bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di instansi pusat. Dalam
konteks ini, kesadaran individu terhadap kewajiban zakat
menjadi faktor utama dalam kepatuhan pembayaran zakat
profesi. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah
dan pemahaman pribadi berkontribusi dalam mendorong
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kepatuhan PNS terhadap kewajiban zakat yang harus mereka
bayarkan.®

2. Penelitian Yana Priyana, tentang Strategi Pengumpulan
Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitiannya dia
mengatakan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam
melakukan pengelolaan, terutama zakat profesi yaitu para
PNS beranggapan bahwa gaji PNS tidak memenuhi Nisab,
jika tidak di hitung dengan tunjangannya. Setelah di gabung
gaji pokok dengan tunjangan, barulah gaji PNS mencapai
Nisab untuk membayar zakat profesi.'®

3. Penelitian Safwan Kamal, tentang Wisdom Of Zakat
(Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For
Professionals In Langsa City, Aceh Province). Pada
penelitiannya ini dia mengatakan bahwa dengan adanya
kemudahan yang diperoleh muzakki sehingga ini dapat
membentuk perilaku menjadi lebih terkendali dalam
melaksanakan zakat karena adanya sarana dalam
pembayaran zakat secara sistematis salah satunya dengan
pemotongan gaji secara langsung pada PNS.*

4. Penelitian Amalia dan Mawaddah, tentang Analisis
Pengumpulan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Penelitian ini membahas
tentang  efektivitas lembaga amil =zakat dalam
mengumpulkan dan mengelola zakat profesi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa regulasi dan sistem pemungutan zakat
yang jelas berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan

15 Larasati Anisa Dita, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam
Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Metro),” Repository.Metrouniv.Ac.Id, n.d.

18 Yana Priyana, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri
Sipil,” Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen 2, no. 2 (March 16, 2022):
59-70, https://doi.org/10.52005/bisnisman.v2i2.95.

17 Kamal Safwan, “Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon
Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province),” Maro: Jurnal
Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis 4, no. 2  (2021): 101-8,
https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666.
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zakat serta penyalurannya kepada mustahik yang tepat

sasaran. Perbedaan dalam penerapan nisab zakat di Aceh

dibandingkan dengan penerapan kebijakan pusat dapat

berpengaruh pada pola pembayaran zakat, sehingga studi ini

mencoba mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut

berdampak terhadap penerimaan dan distribusi zakat di

wilayah tersebut.'®

5. Penelitian Ridho dan Herianingrum, tentang Dampak
Pembayaran Zakat Terhadap Perilaku Konsumsi Pegawai
Negeri Sipil di Departemen Agama Kota Surabaya.
Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembayaran
zakat memengaruhi pola konsumsi dan kesejahteraan
ekonomi PNS. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa zakat
dapat memengaruhi alokasi penghasilan serta tingkat
kesejahteraan individu dalam jangka panjang. Sehingga
dengan adanya kebijakan perbedaan nisab, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut
selaras dengan prinsip maqoshid syariah dan mampu
meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh.®

6. Penelitian Fatimah dkk, tentang Kajian Zakat di Provinsi
Aceh. Yang mana pada penelitian tersebut dikatakan bahwa
jumlah pegawai negeri sipil berpengaruh secara signifikan
terhadap jumlah zakat di Propinsi Aceh.

18 Nasution Amalia and Mawaddah Irham, “Analisis Pengumpulan Zakat
Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang,” Jurnal
Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 7, no. 30 (2022):
1313-23, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13811.

19 Aris Kurniawan Ridho and Sri Herianingrum, “Dampak Pembayaran
Zakat Terhadap Perilaku Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Di Departemen Agama
Kota Surabaya,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 6, no. 6 (2020):
1228, https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1228-1241.

20 7uhra Fatimah, Hamzah Abubakar, and Masbar Raja, “Kajian Zakat Di
Provinsi Aceh,” Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah 2, no. 1
(February 13, 2014): 2632, https://jurnal.usk.ac.id/MIE/article/view/4658.
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1.6  Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun dengan fondasi teoritis yang
komprehensif untuk menganalisis secara mendalam hubungan
antara disparitas nisab, perbedaan pendapatan, dan mekanisme
penghimpunan zakat dengan realisasi zakat di Baitul Mal Aceh
(BMA). Pendekatan ini tidak hanya menguraikan fenomena, tetapi
juga memberikan landasan teoretis untuk memahami mengapa
fenomena tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya diatasi.

Secara fundamental, penelitian ini mengacu pada Teori
Kelembagaan (Institutional Theory) untuk mengkaji peran BMA
sebagai institusi pengelola zakat yang diamanatkan oleh Qanun
Aceh. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana aturan formal
(Qanun) dan norma yang berlaku memengaruhi perilaku muzakki.
Legitimasi hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, dan
transparansi diharapkan mampu menciptakan kepatuhan. Namun, di
sisi lain, fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah
dapat dilihat sebagai kelemahan kelembagaan yang menghambat
efektivitas sistem.

Selain itu, untuk memahami perilaku muzakki (PNS) dalam
menunaikan zakat, penelitian ini menggunakan Teori Perilaku
Terencana (Theory of Planned Behavior - TPB).? Teori ini
menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan
dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap terhadap zakat
sebagai kewajiban agama dan sosial. Kedua, norma subjektif, yaitu
persepsi individu terhadap ekspektasi orang-orang di sekitarnya
(seperti rekan kerja atau atasan) terkait pembayaran zakat. Ketiga,
kontrol perilaku yang dipersepsikan, yang merujuk pada kemudahan
atau kesulitan untuk menunaikan zakat. Dalam konteks ini, faktor
kontrol perilaku sangat dipengaruhi oleh disparitas pendapatan
(apakah penghasilan sudah mencapai nisab) dan mekanisme

21 Siti Zulaikha Wulandari and Larisa Pradisti, “Analisis Intensi
Membayar Zakat Berdasar Planned Behavior Approach (Studi Pada Lazis Baitul
Argam Purwokerto),” Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA). 20 (2018),
http://www.forumzakat.net.
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penghimpunan (kemudahan pemotongan langsung versus kerumitan
pembayaran mandiri).

Akhirnya, penelitian ini juga melihat fenomena zakat dari
perspektif Teori Keadilan Fiskal (Fiscal Justice Theory). Meskipun
zakat tidak sama dengan pajak, namun pengelolaan zakat oleh
pemerintah daerah memiliki dimensi keadilan dalam pengumpulan
dan pendistribusian dana publik untuk kepentingan sosial.??
Paradoks di mana PNS pusat dengan pendapatan lebih tinggi minim
kontribusi, sementara PNS daerah menjadi penopang utama,
memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan zakat
yang diterapkan. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi realisasi
zakat, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sosial.

1.7  Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah salah satu metode untuk melakukan penelitian
berdasarkan kajian yang khas dan unik. Penelitian studi kasus,
etnografi komunikasi maupun fenomenologi, dapat dilakukan oleh
peneliti yang memiliki keinginan kuat memberikan sumbangsih
karya nyata dengan pendekatan dan berpikir secara subjektif .3

1.7.1 Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk
memahami secara mendalam?* disparitas nisab zakat antara PNS
pusat dan daerah di Aceh. Metode ini memungkinkan peneliti
menggali persepsi, regulasi, dan praktik kelembagaan melalui

22 Farid Maulana Saragih, Muhammad Daffa Adhie Prasetya, and Ahmad
Wahyu Zein, “Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi
Dan Redistribusi,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2, no. 11 (2025): 293-98,
https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.15570783.

23 Yoki Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif,” Journal of
Scientific Communication (Jsc) 1, no. 1 (2020): 1-13,
https://doi.org/10.31506/jsc.v1il.7764.

24 Risnita, Muhajirin, and Asrulla, “Pendekatan Penelitian Kuantitatif
Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian,” Jurnal Genta Mulia 15, no. 1 (January
7, 2024): 82-92, https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903.
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wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokusnya adalah pada
makna sosial dan konteks lokal yang memengaruhi kepatuhan
zakat serta efektivitas penghimpunan oleh Baitul Mal Aceh.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan
memahami secara mendalam fenomena sosial dan kelembagaan
yang berkaitan dengan penetapan nisab zakat profesi, perbedaan
pendapatan PNS, serta implikasinya terhadap penghimpunan
zakat oleh Baitul Mal Aceh.®

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder yang digunakan untuk memahami secara mendalam
disparitas nisab zakat antara PNS pusat dan daerah di Aceh serta
relasinya terhadap realisasi zakat di Baitul Mal Aceh.

Data Primer adalah data yang secara langsung diberikan
informan kepada pengumpul data, seperti melalui wawancara,
observasi, kuesioner, atau diskusi kelompok terfokus

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
narasumber antara lain: Pengelola zakat di Baitul Mal Aceh, PNS
pusat dan daerah yang menjadi muzakki, Akademisi dan praktisi
zakat yang memahami regulasi dan praktik zakat profesi di Aceh.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara
langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen,
arsip, atau sumber pihak ketiga yang telah tersedia sebelumnya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi
yang relevan, seperti: Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan
Qanun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, Peraturan
Gubernur Aceh terkait pengelolaan zakat, Laporan tahunan dan

2 Thabroni Gamal, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep &
Contoh),” Serupa.id Team, 2022, https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-
kualitatif-konsep-contoh/.
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statistik penghimpunan zakat dari Baitul Mal Aceh, Jurnal ilmiah,
buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas zakat profesi,
nisab, dan kebijakan fiskal Islam.

Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti
untuk membangun analisis yang komprehensif dan kontekstual,
serta menghasilkan temuan yang relevan secara empiris dan
normatif.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang disparitas nisab zakat PNS
Pusat dan Daerah. Sehingga saya mengambil data tentang PNS
Pusat di dua tempat yaitu; UIN Ar-Raniry yang beralamat di Jalan
Syech Abdul Rauf Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan
USK yang beralamat di Jalan Syech Abdurrauf No. 4 Banda Aceh
Aceh. Adapun data tentang PNS Daerah, dalam hal ini PNS
Provinsi saya dapat dari Baitul Mal Aceh (BMA) yang beralamat
di JI. T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh.

1.8  Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang saling terkait
dan memiliki alur pembahasan yang sistematis. Setiap bab dibahas
untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian
secara komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang
menekankan urgensi dan konteks penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka awal, kerangka teori,
metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan
memberikan gambaran menyeluruh tentang arah dan struktur
penelitian.

Bab II Konsep Zakat Profesi dan Nisab nya Dalam Figh:

Bab ini membahas landasan konseptual dan normatif

mengenai zakat profesi dan nisab nya dalam perspektif fikih.



18

Pembahasan mencakup pengertian dan dasar hukum zakat profesi,
pendapat ulama klasik dan kontemporer, urgensi zakat atas
penghasilan profesi, serta perdebatan mengenai nisab zakat profesi
dan sistem perhitungannya. Bab ini menjadi fondasi teoritis bagi
analisis empiris pada bab berikutnya.

Bab III Relasi Disparitas Pendapatan dan Ketentuan Nisab terhadap
Kontribusi Zakat di Baitul Mal Aceh (BMA):

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan
analisis data primer dan sekunder. Pembahasan meliputi gambaran
lokasi penelitian (BMA, UIN Ar-Raniry, dan USK), ketentuan nisab
zakat profesi di Aceh dan implikasinya terhadap PNS, analisis
disparitas pendapatan antara PNS pusat dan daerah, serta kontribusi
zakat profesi dan mekanisme penghimpunannya di BMA. Bab ini
juga  mengidentifikasi  faktor-faktor = non-finansial  yang
memengaruhi  optimalisasi zakat profesi dan menawarkan
rekomendasi strategis.

Bab IV Penutup:

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum
temuan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran
yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh, Pemerintah Aceh, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan
keadilan dalam penghimpunan zakat profesi di masa mendatang.



